BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG PEDUMAIJ PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SECARA ELEKTRONIK (e-MUSRENBANG) DI

Menimbang

KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

: a. bahwa dalam rangka penerapan pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara
elektronik (e-Musrenbang) di Kabupaten Solok, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pemlbangurzan Secara Elektromik  (e-Musrenbang) di

Kabupaten Solok;

.bah\%va dalam penerapan sistim informasi pengolahan daita

yang terintegrasi antara perencanaan dengan
penganggaran maka terhadap Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan

I
peruihah an;

. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
28 | Tahun 2017 tentang Pedoman  Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik

(e-Musrenbang) di Kabupaten Solok;




Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
TaL‘nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44b1h

3 UAdang—Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dap Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Tnthﬂnesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Ur\ludang—Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Ne!gara Republik Indonesia Nomor 4846);

o U ldang—Uﬂdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
P;-I'ncrintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Fmﬁunﬁsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Nel ara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telEh diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
U ldang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

G U !dang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
No-imn_r 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

7. PEI!Z'E_tLlI'aIl Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pe%nindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota
Sc:ilok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran
Nﬁlga_ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,
Ta:mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4447);



Menetapkan

10.

11.

12

13.

14,

15.

,Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Talhapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Letlnba_ran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
lnylruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang
pce:!'lgembangan dan Pendayagunaan Telematika di
Indonesia;

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
da! Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
teritang  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penvusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

PEIJ'aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
teritang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Ev!luasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pe:!nbangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dagrah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tenitang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
ten!tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSEAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
P'ER{LTURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG
FED’-’.%JMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-MUSRENBANG)
DI KABUPATEN SOLOK.




Pasal I =

Diantara pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 28
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (e-Elektronik)
Di Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun
2017 Promor 30) disipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 3a

sehin berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3a
Dalam mewujudkan konsistensi, akuntabilitas, transparansi
pcrﬂnﬂﬂ!naan dan penganggaran pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf ¢, e-Musrenbang

terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva

dalam Berita Daerah Kabupaten Saolok:

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2 Sepiember 2020
BUPATI SOLOK,

e
GUS

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2 Sepiember 2020
SEKRETARIS DAE
KABUPATEN SOLOK,

ASWIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 44




